
PEMPROV-OMBUDSMAN MALUKU FOKUSKAN PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN

Jum'at, 10 Juli 2026 - maluku

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Ombudsman RI Perwakilan Maluku memfokuskan pengawasan
terhadap sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penyelesaian berbagai
persoalan yang masih dihadapi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pengawasan karena
masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan pembenahan secara bertahap.

"Persoalan seperti pemerataan guru, sertifikasi aset sekolah, hingga masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum
memiliki sertifikat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Kami akan terus mendukung penyelesaiannya,
termasuk mengupayakan penganggaran untuk percepatan sertifikasi aset daerah," katanya usai menerima audiensi
Ombudsman RI Perwakilan Maluku, di Ambon, Kamis.

Menurut dia, penguatan pelayanan publik di bidang pendidikan harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Hendrik juga menegaskan pembenahan SMA Siwalima menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar tujuan dan
filosofi pendirian sekolah unggulan tersebut dapat diwujudkan secara optimal.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat mengatakan audiensi tersebut sekaligus membahas laporan
pelayanan publik tahun 2026 dan persiapan pelaksanaan penilaian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di
lingkungan Pemprov Maluku.

Menurut dia, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pengawasan Ombudsman karena berkaitan langsung dengan
hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat
apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan, seperti penundaan pelayanan, penyimpangan
prosedur, diskriminasi, maupun penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Selain menerima laporan masyarakat, kata dia, Ombudsman juga melakukan pemantauan lapangan, pemeriksaan
terhadap penyelenggara pelayanan publik, serta memberikan saran perbaikan kepada pemerintah daerah agar
pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Hasan menjelaskan pihaknya juga akan mengawal kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi
lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Kami ingin memastikan setiap perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, terus
melakukan perbaikan tata kelola sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat," kata dia.
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